4]

LEMBARAN DAERAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 SUKOHARJO

NOMOR 4 TAHUN 1987 SER] B. No. 2

= pERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT It
SUKOHARIJO
NOMOR 12 TAHUN 1986
TENTANG

PEMAKAIAN TANAH MILIK ATAU YANG DIKUASAI OLEH
pEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARIJO

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke II Sukoharjo
tanggal 16 Juni 1958 Nomor 26 {1/ DPRD /’59 tentang Pe-
mak?ian tanah yang dikuasai atau milik Pemerintah Daerah
Daerah Swatantra Tingkat ke II Sukoharjo.

( Tambaban Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Te-
ngah tanggal 18 Nopember 1959 Seri C nr. 30 ) yang telah di-
ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukcharjo

Nomor 3/ Perda / DPRD /74 tentang mengubah untuk kedua

kali Peraturan Pemakaian Tanah Dacrah Swatantra Tingkat ke
IL ]

Il Sukoharjo ( Lembaran Dacrah Jawa Tengah Tahun 197

Seri B nr. 133 ), bentuk / sistimatikanya tidak memenuhi ke

yang berlaku disumping besarny
angan pcrckonom'an

a tarip su-
tentuan peraturan

dan tidak sesuai lagi dengan perkemb

dewasa ini;

bahwa
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b. bahwa sehubungan dengan hal itu Peraturan Daeraj,
pada butir 2 perlu ditinjau kembali / dicabut dan gy,
uetaph]

Peraturan Daerah yang baru sebagai gantinya,

|. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Poko

pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembeny

kan Daerah - dearah Kabupaten dalam lingkungan Propiy

Mengingat :

Jawa Tengah ;
3. Undang — undang Nomor
turan Umum Retribusi Daerah.

12 / Drt Tahun 1957 tentang Pen-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerb

Tingkat II.Sukoharjo.

MEMUTUSKAN ¢
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
g MILK

Il SUKOHARJO TENTANG PEMAKAIAN TANA
ATAU YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUP’

TEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam P
craturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati /
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pupati Kepald Dacrah ialah Bupati Kepala Dacrah Tingkat 11 Sukohari
, ) ) arjo;
pemerintah Dacrah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IT S kj
uko-
harjo:
Tanah ialah jalan, lapangan, halaman dan tanah-tanah lain yang menja
di milik atau yang dikuasai clch Pemerintah Daerah, demikian pula bagian
bagian yang turut pada tanah itu;
Pemakaian ialah sctiap penggunaan tanzh untuk tujuan tertentu yang bu-
kan untuk kepentingan umum
Pemakai jalah sesecorang / badan yang diberi ijin untuk memakai tanah

61ch Bupati Kepala Dacrah;

Dinas Pekerjaan Umum ialah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah

| Tingkat il Sukoharjo;

. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Da-

. crah Tingkat II Sukoharjo;

. Bagian Hukum & Ortala ialah Bagian Hukum dan Or
sana Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Ting

conisasi & Tatalak -
kat II Sukoharjo;

i Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Da-

crah Tingkat II Sukoharjo;
Kas Dacrah ialah Kas Daerah Pemerintah Daerah.

BAB II
PERIJINAN

Pasal 2

ala Daerah, siapapuf dilarang memakai
makai tanah lebih lama dari waktu yang diijinkan atau

tanah atau me
ian tanah kepada fihak ke IIL.

melimpahkan ijin pemaka
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i meajadi beberapa golongan yap, dis

makaian tanah dibag
kepentingannya dengan batas waky, Seh
by .

kan dengan penggunaan dan

gai berikut
n - bagiannya yang dipergunakan untuk kepenting
X

jalan dan bagia
paling lama 5 ( lima ) hari;

peralatan / perjamuan,
man atau sebagian dari padanya, paling lama y

a.

b. lapangan dan hala

(tiga puluh ) hari ;

bagian — bagian jalan yang digunakan kecuali tersebut butir a gy
ini dan tanah - tanah yan
( satu ) tahun;

g dipergunakan bukan untuk kepenting;

pertanian paling lama 1

d. tanah yang dipergunakan untuk pertanian, paling lama 1 (sa)

tahun.

Untuk memperoleh ijin pemakaian tanah dimaksud ayat ( 1 ) pasal in,

pemohon harus mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formuli

Pe -

yang telah disediakan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas
terang

kerjaan Umum dengan menyebutkan / mencantumkan keterangan - ke
an sebagai berikut
nama dan alamat pemohon ;

a
b. letak dan luas tanah yang diinginkan ;

o

keperluan pemakaian tanah ;

S

lama pemakaian tanah ;
kesanggupan mematuhj ’

Pemakaian tapah

ketentuan - ketentuan yang berlak

(4) Penolakan -/
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(5)

(6)

Terhadap ijin yang telah diberikan,

beri’kut-

(1)

ok
|

45

Penolakan terhadap Permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat ( 2
pasal ini disampaikan secara tertulis olch Bupati Kepala Daerah 'k d)
epada

pemohon dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya

Perpanjangan ijin atas pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (2)

pasal ini diajukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud ayat ( 3 )

pasal ini.
Kecuali apabila menurut pertimbangan bahwa tanah yang dimaksud

skan dipergunakan sendiri oleh Pemcrintah, Bupati Kepala Daerah dapat

menolak perinohonan perpanjangan ijin tersebut.

Pemegang ijin yang meninggal dunia sebelum masa ijinnya berakhir, ke-

pada le'uarga [ ahli warisnya diberi kesempatan memakai tanah yang

bersangkutan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam ijin dan

selanjutnya dapat mengajukan permohonan baru. sesuai dengan yang di -

maksud dalam ayat (3 ) pasal ini.

Pasal 3

berlaku ketentuan - ketentuan sebagai

idak mematuhi ketentuan - ketentuan yang
etelah ditegur dan diperingatkan temya-

gindahkan ketentuan - Ketentuan

a. Apabila pemegang ijin t
tercantum dalam ijin, dan $
ta pemegang ijin tetap tidak men

tersebutA, maka Bupati Kepala Daerah dapat mencabut ijin pema -

kaian tanahnya;

b. Dalam ——
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waktu 10 ( sepuluh) hari setelah ijin dicabut, tanal _

b. Dalam .
yang dipakainya harus segera dikosongkan dan dipulinksy ) h::
seperti keadaan semula ; . |

c. Apabila ketentuan tersebut butir b pasal ini tidak d']aksanakan )

| C

maka pengosongan dan pemulihan tapap, Sepe
|

bekas pemegang 1jin,
an dilaksanakan oleh Pemerintah Daerap ya
g

ij keadaan semula ak
biayanya dlbebankan kepada bekas pemegang ijin ;

Barang - barang / bahan - bahan milik bekas pemegang ijin yang pe.
nilai yang terdapat diatasnya, akan diamankan oleh Pemerintah p, _
erah yang dapat diambil oleh pemiliknya paling lambat 1 (satu)

bulan setelah memenuhi biaya pengosongan / pemulihan.

Apabila lebih dari 1 (satu) bulan ternyata pemilik barang - barang|

bahan - bahan tidak mengambil.

(2) Ketentuan - ketentuan dimaksud butir a ayat (1) pasal ini ditetapkan

oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Untuk pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat ( 2) pasal 1
Peraturan Daerah ini, dipungut uang sewa yang harus dibayar tu-
nai pada saat ijin pemakaian tanah diterima oleh pemohon ijin.

(2) Terhadap hal-hal yang dimaksud dalam butir a ayat (1) pasal J

Peraturan Daerah ini, uang sewa tidak dapat diminta kembali

Pasal 5§

Besarnya
uang sewa
41as pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat ( 2)

pasal 2
Peraturan Daeray ini, diatur schagai berikut

a. jalan ———
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jalan dan bagian-bagiannya yang dipergunakan untuk kepentingan
Jatan/perjamuan, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah ) per M2 ;er hz:'fi )
b. lapangan dan halaman dan atau bagian-bagiannya tiap pemegang ijin ,.
b.1. pemakaian 1 s/d 10 hari sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;Jer

hari ;

9. pemakaian ke 11 s/d 30 hari sebesar Rp. 3.000,~ ( tiga ribu rupiah)

per hari;

c. bagian-bagian jalan ( kecuali yang tersebut butir a pasal ini ) dan tanah
tanah yang dipergunakan bukan untuk pertanian sebesar Rp. 300,- ( tiga
ratus rupiah ) per M2 per tahun, kurang dari 1 ( satu ) tahun dianggap
1 ( satu ) tahun;

d. tanah - tanah yang dipergunakan untuk pertanian

d.1. tanah tegal sebesar Rp. 10,- ( sepuluh rupiah) per M2 [ tahun ;
7. tanah tadah hujan sebesar Rp. 15~ ( lima belas rupiah ) per M2

per tahun;
3, tanah irigasi tehnis sebesar Rp. 30,- ( tiga puluh rupiah ) per M2

per tahun.

Pasal 6

(1) Pcmakalan tanah untuk kepentingan olah raga, pendidikan atau untuk

at diberikan keringanan uang sewa sebesa

r25%

kepentingan sosial, dap
( dua puluh lima perseratus ) dari besarnya uang ScWd.
intah Dacrah,

' dak dikenaks
(2) Pemakaian tanah untuk kepentingan Pemerint idak dikenakan

uang sewa.

(3) Hasil ————
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Hasil penerimaan uang sewa sebagaimana dimaksud pasa] 4 ayat

(1,)

Peraturan Daerah ini dlsetorkan ke Kas Daerah.

BAB 1V

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal -7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjag,
Umum dan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan pengelolaan Masing,.
masing.

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepsg,

Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum & Ortala.

_Pasal '8

Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di-
lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya - ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, penytdlk Pegawai Nege" Sipil se-

baganmana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang

- a. mencrima laporan atau pengaduan dari seseorang tenténg adanyd
tindak pidana ;

b.
melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan m¢
lakukan pemcnksaan

¢. menyuruh ——
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c. menyuruh berhenti SCOrang tersanak
gka

nal dari tersangka : AN memeriksa tang

, a penge-
d. melakukan penyitaan benda dan atay surat ;

e. mengambil sidik jari dan memogret sescorang ;
[ memim"g‘l orang untuk dldenﬂar o

dan diper; \
atau saksi ; periksa sebagai tersangka

g. mendatangkan orang ahlj yang diperlukan dalam hub
ung

pemeriksaan perkara ; annya dengan

b. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
an

penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pe-
nyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum
tersangka atau keluarganya ; ’

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan.

Pasal 9

Pelaksanaan, Pengawasan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal
7 ayat ( 1 ) dan (2) serta pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberi -
kan biaya operasional sebesar 5 7 -( lima persen ) dari penerimaan yang dise-

tor ke Kas Daerah.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
~ Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimand dimaksud ayat ( 1) pasal 2
amanya 3 ( tiga)

an kurungan selama -1

Peraturan Dacrah ini, diancam hukum .
~ (dua puluh lima ribu rupiah ).

bulan atay depda setinggi-tingginya Rp. 25,000,

BAB . VI
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerap

' ini akqp dig,
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenaj Pelaksangg, - " leyy
BAB VII
PENUTUFP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, .maka Peraturan Daerajy d
~ daggy

-Swatantra tingkat ke II Sukoharjo tanggal 16 Juni 1958 No, 26/1 /DPRD

tentang pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik Pemerintap, Daery
Swatantra Tingkat ke II Sukoharjo ( tambahan Lembaran Daerap Swatany
tingkat ke I Jawa Tengah tanggal ‘18 Nopember 1959 Seri C nr. 30 ) dengy

semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

_ Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak. tanggal diundangkan.

Aegar supaya seliap orang dapat mengetahuinya, mamerintahkan pengundangan

- Peraturan Daerah inj dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu-

paten Daerah Tingkat II' Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1933.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH EUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 ' i
. SUKOHAR
SUKOHARJO TINGKATH

KETUuA - ttd.
' ttd.
BAMBANG SOEPARDJO A Drs. SUPRA PTO
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DISYAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal 23 Desember 1986 No. 188. 3 /491 /1986

Sekretaris Wilayah [ Daerah
B |/ Kepala Biro Hukum

ttd.

(WALUJO, SH)
NIP. 010 019 835

DIUNDANGKAN

mbaran Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat 1I Sukoh
Nomor 2.

arjo
Dalam le |
. 4 tanggal 16 Januari 1987 Seri B

Sekretaris Wilayah / Daerah

Nomor

ttd.

Drs. SUTJIPTO
NIP. 500 031 518
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